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Anung Priambodo, E1106092. 2010. STUDI KOMPARASI
PERLINDUNGAN HUKUM HAK TERSANGKA TERDAKWA DALAM
INTERNAL SECURITY ACT MALAYSIA DAN KITAB UNDANG
UNDANG HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA. Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Persamaan dan
perbedaan perlindungan hukum hak-hak tersangka terdakwa memenurut Kitab
Undang Undang Acara pidana Indonesia dan Internal Scurity Art Malaysia.
Penelitian ini merupakan penelitian normatif bersifat preskriptif,
menemukan hukum in concreto komparasi perlindungan hak-hak tersangka
terdakwa menurut Indonesia dan Malaysia. Jenis data yang digunakan yaitu data
sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi
kepustakaan yaitu berupa pengumpulan data sekunder, dengan cara mencari data-
data dari buku-buku, dokumen-dokumen, arsip dan juga peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan objek penelitian. Kemudian sumber data
sekunder diolah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan
pendekatan komparatif dalam hal yang sama. Analisis data dilaksanakan dengan
logika deduksi untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum berupa
perlindungan hak-hak tersangka terdakwa di Indonesia dan Malaysia menjadi
yang lebih khusus mengenai perlindungan hak-hak tersangka terdakwa di
Indonesia dan Malaysia.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan,
perlindungan hak-hak tersangka di Indonesia menurut Kitab Undang-Undang
Acara pidana lebih mengedepankan penghormatan atas hak-hak asasi manusia
dengan metode pendekatan yang lunak dan pendekatan budaya melalui peraturan
yang berupa payung hukum dan ketentuan yang koordinatif atau umbrella act dan
coordinatif act yang dilakukan melalui mekanisme peradilan pidana dimulai dari
penyidikan, penangkapan, penggeledahan, penahanan, penuntutan, dan
pemeriksaan di sidang pengadilan serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana atau
eksekusi, sedangkan di Malaysia menurut Internal Security Act Malaysia Tahun
1960 dilakukan melalui mekanisme preventive detention yang memungkinkan
penangkapan dan penahanan dini tanpa diadili
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Setiap manusia memiliki kebebasan berkehendak. Manusia memilih apa
yang terbaik dalam hidupnya. Atas dasar kemauan bebas dari apa yang
dirasakannya baik, manusia menentukan kebenaran. Belenggu-belenggu terhadap
kebebasan hanya akan menjadi jurang pemisah dalam pencapaian manusia menuju
kebenaran. Seperti dikatakan Rene Descartes : “Cogito Ergo Sum” (aku berpikir,
karena itu aku ada).
Hukum Acara Pidana Indonesia sebagaimana termuat dalam Undang-
Undang Nomor 8 tahun 1981, yang lebih dikenal dengan KUHAP, merupakan
suatu peraturan yang memuat tentang bagaimana caranya aparat penegak hukum :
Polisi, Jaksa, Hakim dan Penasehat Hukum menjalankan wewenangnya
menegakkan hukum pidana materiil (KUHP). Menurut Undang-undang ini para
penegak hukum harus memperhatikan dua kepentingan hukum secara berimbang,
yaitu kepentingan perorangan (hak seseorang) dengan kepentingan masyarakat
dalam suatu proses beracara pidana.
Lahirnya KUHAP menurut M.Yahya Harahap merupakan pembaharuan
hukum yang signifikan. Bahwa KUHAP telah mengangkat dan menempatkan
seorang manusia dalam kedudukan yang bermartabat sebagai makhluk ciptaan
Tuhan. KUHAP menempatkan seorang manusia dalam posisi dan kedudukan
yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan (his entity
and dignity as a human being). Sekalipun penegakan hukum itu memang mutlak
menjadi suatu keharusan yang tidak bisa ditawar, tetapi hak-hak asasi manusia
(HAM) seorang tersangka tidak boleh diabaikan atau dilanggar.
Ketegasan KUHAP dalam mengangkat harkat dan martabat manusia
terlihat dari garis-garis tujuan yang hendak dicapai KUHAP, yang dasar-dasarnya
terdapat pada huruf “c” konsideransnya yang menyatakan : bahwa pembangunan
hukum nasional yang demikian itu dibidang hukum acara pidana adalah agar
masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan
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pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan
wewenangnya masing-masing, ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan
perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian
hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Untuk mengimplementasikan tujuan perlindungan harkat dan martabat
tersebut, KUHAP membentuk suatu pola penegakan hukum pidana yang dikenal
dengan istilah “Sistem Peradilan Pidana” (criminal justice system). Sistem yang
dibangun KUHAP ini kemudian melahirkan pihak-pihak penegak hukum
(subsistem) yang terdiri dari; Penyidik, Penuntut Umum, Pengadilan,
Pemasyarakatan, dan Bantuan Hukum. Setiap sub-sistem tersebut merupakan
lembaga yang berdiri sendiri baik dari segi kelembagaan maupun dari segi fungsi
dan tugas (diferensiasi fungsional).
Sistem peradilan pidana dijalankan dengan berlandaskan asas the right due
process of law, yaitu bahwa setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus
sesuai dengan “persyaratan konstitusional“ serta harus “menaati hukum“ oleh
karena itu prinsip due process of law tidak membolehkan pelanggaran terhadap
suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan bagian hukum
yang lain. Artinya menekankan harus ada keseimbangan dalam penegakan hukum,
yaitu antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak asasi seorang yang
diduga pelaku tindak pidana (tersangka).
Dengan fungsi dan tugas yang diberikan KUHAP kepada masing-masing
sub-sistem tersebut, akhirnya menempatkan Penyidik sebagai penentu berjalan
atau tidaknya suatu upaya penyelesaian perkara pidana melalui proses peradilan
pidana. Peranan dan fungsi penyidikan juga menjadi sangat esensial, karena
terkait dengan berita acara pemerikasaan (BAP) yang merupakan “nyawa” dari
suatu proses peradilan baik dari materi muatan maupun prosedurnya. Mengingat
pada tujuan lahirnya KUHAP diatas, maka persoalan sistem pemeriksaan terhadap
tersangka akan membawa pengaruh besar terhadap pencapaian tujuan dimaksud.
Dalam konteks ini, KUHAP membagi dua sistem pemeriksaan yang dilakukan
terhadap tersangka/terdakwa yaitu : (a) pemeriksaan permulaan (pendahuluan)
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yang dilakukan oleh kepolisian/penyidik dan (b) pemeriksaan persidangan yang
dilakukan oleh hakim.
Dalam sistem pemeriksaan permulaan, ketentuan KUHAP menganut azas
pemeriksaan Inquisitor Lunak artinya bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan
oleh penyidik terhadap tersangka boleh didampingi oleh Penasehat Hukum yang
mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif yakni Penasehat hukum
diperkenankan untuk melihat, mendengar dan memberikan petunjuk dalam proses
pemeriksaan terhadap tersangka. Dalam praktek, pemeriksaan dalam sistem
Inquisitor Lunak ini, tersangka boleh meminta kepada Penasehat Hukum
penjelasan-penjelasan tentang maksud dari pertanyaan-pertanyaan dari penyidik,
terutama terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya “menjerat”.
Atas dasar sistem di atas, maka tersangka dalam proses pemeriksaan
pendahuluan (Pasal 52 dan 184 (1) KUHAP) tidak diperlakukan sebagai
Terdakwa (obyek) yang harus diperiksa, melainkan tersangka dilakukan sebagai
subyek, yang artinya tersangka tidak dapat dipaksa untuk mengaku bersalah
dengan cara paksaan, tekanan ataupun ancaman-ancaman. Ketentuan ini jelas
terdapat dalam pasal di atas (Pasal 52 dan 184 ayat (1)) KUHAP, yang intinya
menyatakan bahwa tujuan pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik tidak untuk
mendapatkan pengakuan tersangka tetapi untuk mendapatkan keterangan
tersangka mengenai peristiwa pidana yang dipersangkakan kepadanya.
Untuk itu KUHAP cukup banyak mengatur ketentuan mengenai penyidikan
suatu tindak pidana. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain diatur dalam Bab
IV, Bagian Kesatu, Pasal 4-12, kemudian Pasal 16-19 tentang penggunaan upaya
paksa (dwang middelen), Pasal 32-49 tentang kewajiban membuat BAP. Selain
itu, pada Bab XIV, Pasal 102-136 juga diatur mengenai tekhnis-tekhnis
pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut.
Persoalannya adalah, jika ketentuan-ketentuan di atas dikaitkan dengan
bagaimana imlplementasi perlindungan hak-hak manusia (tersangka) dalam
KUHAP, terdapat kesenjangan yang cukup signifikan. Karena ketentuanketentuan
tersebut memberikan kewenangan dan keleluasaan kepada Penyidik untuk
melakukan “serangkaian tindakan”. Pada kenyataannya, meskipun “serangkaian
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tindakan” itu harus didasarkan pada ketentuan hukum, tetapi dalam prakteknya
“serangkaian tindakan” tersebut malah menjadi “aktor” pelanggar hakhak manusia
(tersangka). Hal ini disebabkan karena besarnya kewenangan yang diberikan
undang-undang, serta sebagian rumusan-rumusan pasal dalam KUHAP sendiri
memberikan peluang untuk terjadinya pelanngaran tersebut.
Peluang untuk terjadinya penggunaan wewenang yang berlebihan itu
misalnya terlihat pada rumusan Pasal 5 ayat (1) huruf a butir 4 yang menyatakan
penyidik dapat “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung
jawab”. Sekalipun rumusannya kabur dan tidak jelas, rumusan pasal ini memberi
keleluasaan kepada Penyidik untuk bertindak semaunya, dengan alasan bahwa
tindakan yang dilakukan tersebut merupakan tindakan keharusan dan masih
selaras dengan wewenang sebagaimana diatur dalam rumusan-rumusan
sebelumnya. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran prosedur
sampai pada pelanggaran berat seperti rekayasa saksi dan rekayasa bukti-bukti
suatu perkara (M. Yahya Harahap. 2004 : 106).
Salah satu contoh pelanggaran fenomenal yang terjadi beberapa waktu lalu,
misalnya pada kasus David Eko Prianto dan Imam Hambali alias Kemat. Vonis
hakim menyatakan mereka terbukti membunuh Asrori yang mayatnya ditemukan
di kebun tebu, Jombang. Ternyata, mayat yang tercampak di kebun tebu itu bukan
Asrori. Mayat Asrori sendiri belakangan diketahui terkubur di luar rumah orang
tua Very Idam Heniansyah alias Riyan Si Jagal Dari Jombang. Riyan mengakui
membunuh bahwa dialah yang membunuh Asrori. Polisi, yang mengawali
penyidikan pembunuhan ini dengan uji DNA, telah pula memastikan bahwa mayat
yang berhasil di angkat dari belakang rumah orang tua Riyan itu memang benar
Asrori. Setelah itu, polisi juga akhirnya dapat mengidentifikasi mayat di kebun
tebu yang awalnya diduga sebagai mayat Asrori. Mayat itu ternyata mayat Ahmad
Fauzin Suyanto alias Antonius. Polisi pun telah dapat mengidentifikasi dan
menangkap tersangka pembunuhnya yaitu Rudi Hartono alias Rangga.
Terkait dengan kasus di atas, fakta yang mengejutkan adalah bahwa para
tersangka (David Eko Prianto dan Imam Hambali alias Kemat) tersebut ternyata
dipaksa untuk menandatangani BAP hasil rekayasa penyidik pada saat
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penyidikan. Mereka dipaksa untuk mengakui perbuatan yang tidak mereka
lakukan. Terungkapnya kasus salah mengadili (wrongful conviction) ini
merupakan kegagalan dalam menegakan keadilan (miscarriage of justice) yang
disebabkan proses penyidikan yang tidak sesuai dengan fungsi sebagaiman diatur
KUHAP. Kegagalan ini menjadi kegagalan sistemik pada peradilan pidana
Indonesia yang pada akhirnya menghasilkan vonis hakim (sebagai produk
peradilan) yang salah.
Sedangkan di Malaysia misalnya, pelaku tindak pidana diperlakukan
dengan sangatketat. Untuk pelaku tindak pidana yang khususnya berada dibawah
tahanan ISA diberlakukan prosedur hukum yang tidak biasanya seperti pada
kejatahan-kejahatan biasa. dalam penangkapan, polisi tidak perlu menggunakan
surat perintah penangkapan maupun surat perintah penahanan. Begitu pula
tenggang waktu penahanan serta lamanya penahanan. Semuanya dilakukan secara
ekstra ketat, sehingga pelaku diperlakukan di luar sistem due process of law.
Tidak heran pelaku ditahan hingga bertahun-tahun tanpa proses
berdasarkan uraian di atas penulis berpendapat bahwa hal-hal tersebut
diatas merupakan latar belakang permasalahan yang penulis akan kemukakan.
Oleh karena itu penulis menuangkan sebuah penulisan yang berbentuk penulisan
hukum dengan judul : “STUDI KOMPARASI PERLINDUNGAN HUKUM HAK
TERSANGKA TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA MENURUT INTERNAL
SECURITY ACT MALAYSIA DAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA
PIDANA INDONESIA”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis
merumuskan permasalahan untuk dikaji lebih rinci. Adapun permasalahan yang
dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah persamaan dan perbedaan




Dalam suatu penelitian ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti.
Tujuan ini tidak dilepas dari permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Tujuan objektif
Untuk mengetahui secara jelas komparasi atau perbandingan hukum mengenai
hak tersangka terdakwa dalam kitab undang undang hukum Acara pidana dan
Internal Security Act (ISA) Malaysia.
2. Tujuan subjektif
a) Untuk memperoleh data-data sebagai bahan utama penyusunan penulisan
hukum (skripsi) agar dapat memenuhi persyaratan akademis guna
memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret.
b) Untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman serta pemahaman aspek
hukum di dalam teori dan praktek dalam lapangan hukum khususnya
tentang perlindungan hukum hak hak tersangka terdakwa menurut kitab
undang undang hukum acara pidana dan menurut Internal Security Act
(ISA) Malaysia.
c) Menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis agar dapat
memberi manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan masyarakat pada
umumnya.
D. Manfaat Penelitian
Adanya suatu penelitian diharapkan memberikan manfaat yang diperoleh
terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini
adalah sebagai berikut :
1. Manfaat teoritis Mengetahui deskripsi secara jelas mengenai komparsi
perlindungan hukum hak tersangka terdakwa menurut Kitab Undang Undang
Hukum Acara Pidana dan menurut Internal Security Act (ISA) Malaysia.
2. Manfaat praktis
a) Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.
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b) Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus
untuk mengetahui kemampuan penulis dalam mengimplementasikan ilmu
yang diperoleh.
c) Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan
kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait masalah
yang diteliti dan dapat dipakai sebagai sarana yang efektif dan memadai
dalam hal penuntutan.
E. Metode Penelitian
Sebelum menguraikan tentang metode penelitian, terlebih dahulu akan
dikemukakan mengenai pengertian metode itu sendiri. Kata “metode” (Inggris:
method, Latin: methodus, Yunani: methodos-meta berarti sesudah, di atas,
sedangkan hodos berarti suatu jalan atau suatu cara. Dua syarat utama yang harus
dipenuhi sebelum mengadakan penelitian ilmiah dengan baik dan dapat
dipertanggungjawabkan yaitu peneliti harus lebih dulu memahami konsep dasar
ilmu pengetahuan (yang berisi sistem dan ilmunya) dan metodologi penelitian
disiplin ilmu tersebut (Johnny Ibrahim, 2006 : 26).
Metode dan sistem membentuk hakikat ilmu. Sistem berarti keseluruhan
peraturan pengetahuan yang teratur atau totalitas isi dari ilmu, sementara itu
metode secara harfiah menggambarkan jalan atau cara totalitas ilmu tersebut
dicapai dan dibangun (Johnny Ibrahim, 2006 : 27). Metodologi penelitian
merupakan cara-cara mengenai bagaimana suatu penelitian itu akan dilakukan
dengan cara-cara tertentu yang dibenarkan, baik mengenai tata cara pengumpulan
data, maupun analisis data serta laporan penelitian.
Adapun metodologi yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah
sebagai berikut :
a) Jenis Penelitian
Penelitian hukum secara umum dapat dikategorikan menjadi penelitian
doktrinal dan penelitian non doktrinal. Dalam penelitian ini, penulis
menggunakan jenis penelitian doktrinal atau disebut juga penelitian hukum
normatif. Penelitian doktrinal adalah suatu penelitian hukum yang bersifat
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peskriptif bukan deskriptif sebagaimana ilmu sosial dan ilmu alam (Peter
Mahmud Marzuki, 2006 : 33).
b) Sifat Penelitian
Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat
preskriptif dan terapan. Dalam pelitian hukum ini karakteristik yang
digunakan yaitu ilmu hukum yang bersifat preskriptif. Sebagai ilmu yang
bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai
keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma
hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 22). Sifat preskriptif ini merupakan
hal substansial yang tidak mungkin dapat dipelajari oleh disiplin lain yang
objeknya juga hukum.
c) Pendekatan Penelitian
Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan
pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek
mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-
pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan
undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach),
pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif
(comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach)
(Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 93).
Berdasarkan keempat pendekatan tersebut, pendekatan yang relevan
dengan penelitian hukum yang penulis angkat adalah pendekatan perundang-
undangan (statute approach), dan pendekatan komparatif (comparative
approach). Pendekatan undang-undang (statute approach) adalah pendekatan
dengan menggunakan regulasi dan legislasi, dimana dalam penelitian ini
regulasi yang digunakan sebagai acuan adalah Kitab Undang Undang Hukum
Acara Pidana. Sedangkan pendekatan komparatif yang penulis maksud dalam
penelitian hukum ini yaitu dengan membandingkan undang-undang suatu
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negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal
yang sama.
Dalam penelitian ini komparasi undang-undang yang diadakan adalah
dengan membandingkan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana  dengan
Internal Security Act Malaysia Tahun 1960. Sementara hal yang dibandingkan
yaitu mengenai mengenai perlindungan hukum hak-hak tersangka/terdakwa
tindak pidana terorisme. Kegunaan dan tujuan dari pendekatan komparatif ini
adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaaan di antara kedua undang-
undang tersebut dan untuk memperoleh gambaran mengenai konsistensi antara
filosofi dan undang-undang di antara Indonesia dan Malaysia.
d) Jenis dan Sumber Data Penelitian
Jenis sumber penelitian yang penulis pergunakan dalam penelitian ini
berupa   jenis sumber penelitian sekunder, yaitu informasi hasil penelaahan
dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan
kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun arsip-
arsip yang berkesesuaian dengan penelitian yang dibahas.  Bahan hukum  yang
digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah:
1. Bahan hukum primer, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
Hukum Acara Pidana, Internal Scurty Act.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang berisi penjelasan mengenai
bahan hukum primer yang terdiri dari buku, artikel, majalah, koran,
makalah dan lain sebagainya khususnya yang berkaitan dengan penelitian
hukum ini
Uraian tentang bahan hukum yang dikaji meliputi beberapa hal berikut:
1. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan
perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki UUD 1945,
Undang-undang/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden,
Peraturan Daerah.
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2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku
teks (text books) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-
jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi,
dan hasil-hasil simposium mutahir yang berkaitan dengan topik penelitian.
e) Teknik Pengumpulan Data
Karena penelitian yang penulis angkat merupakan penelitian normatif,
maka dalam pengumpulan datanya dilakukan dengan studi kepustakaan/studi
dokumen. Teknik ini merupakan cara pengumpulan data dengan membaca,
mempelajari, mengkaji, dan menganalisis serta membuat catatan dari buku
literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen dan hal-hal lain yang
berhubungan dengan masalah yang diteliti.
f) Teknik Analisis Data
Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika
deduktif. Menurut Johnny Ibrahim yang mengutip pendapat Bernard Arief
Shidarta, logika deduktif merupakan suatu teknik untuk menarik kesimpulan
dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual. Penalaran
deduktif adalah penalaran yang bertolak dari aturan hukum yang berlaku
umum pada kasus individual dan konkret yang dihadapi (Johnny Ibrahim,
2006 : 249-250). Sedangkan Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat
Philipus M. Hadjon menjelaskan metode deduksi sebagaimana silogisme yang
diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi berpangkal dari
pengajuan premis major (pernyataan bersifat umum). Kemudian diajukan
premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu
kesimpulan atau conclusion. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum,
silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional (Peter Mahmud
Marzuki, 2006 : 47). Jadi dapat disimpulkan bahwa logika deduktif atau
pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal
yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih
khusus.
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Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dengan cara
menginventarisasi sekaligus mengkaji penelitian dari studi kepustakaan,
aturan perundang-undangan beserta dokumen-dokumen yang dapat membantu
menafsirkan norma utnuk menjawab permasalahan yang diteliti. Tahap
terakhir yaitu dengan menarik kesimpulan dari data yang diolah, sehingga
pada akhirnya dapat menjawab komparasi perlindungan hak-hak tersangka
terdakwa di negara Indonesia dan Malaysia.
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F. Sistematika Penulisan Hukum
Dalam Penulisan hukum (Skripsi) ini terdiri atas empat bab yang masing-
masing terdiri atas beberapa subbab sesuai pembahasan dan materi yang diteliti.
Sistematika penulisan itu sendiri sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
Pada bab ini disajikan latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan
sistematika penulisan.
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab ini penulis memberikan landasan teori atau memberikan
penjelasan secara teoritik berdasarkan literatur-literatur yang
penulis gunakan, tentang hal-hal yang berkaitan dengan
permasalahan yang sedang penulis teliti. Kerangka teori tersebut
meliputi tinjauan tentang tentang, tinjauan tentang perbandingan
hukum, tinjauan tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana, dan tinjauan tentang Internal Security Act Malaysia 1960.
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini berisi hasil dari penelitian dan pembahasan yang
berupa analisis dua peraturan perundang-undangan yang akan
menjelaskan komparasi perlindungan hak-hak tersangka terdakwa
tindak pidana di negara Indonesia dan Malaysia.
BAB IV : PENUTUP
Dalam bab ini penulis akan memberikan simpulan dari hasil
penelitian dan pembahasan serta memberikan saran-saran terhadap
beberapa kekurangan yang menurut penulis perlu diperbaiki dan







1. Tinjauan Tentang Perbandingan Hukum
a) Istilah dan Definisi Perbandingan Hukum
Istilah perbandingan hukum, dalam bahasa asing, diterjemahkan:
comparative law (bahasa Inggris), vergleihende rechstlehre (bahasa Belanda),
droit comparé (bahasa Perancis). Istilah ini, dalam pendidikan tinggi hukum di
Amerika Serikat, sering diterjemahkan lain, yaitu sebagai conflict law atau dialih
bahasakan, menjadi hukum perselisihan, yang artinya menjadi lain bagi
pendidikan hukum di Indonesia (Romli Atmasasmita, 2000 : 6).
Istilah yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini, adalah
perbandingan hukum (pidana). Istilah ini sudah memasyarakat di kalangan
teoritikus hukum di Indonesia, dan tampaknya sudah sejalan dengan istilah yang
telah dipergunakan untuk hal yang sama di bidang hukum perdata, yaitu
perbandingan hukum perdata. Untuk memperoleh bahan yang lebih lengkap,
maka perlu dikemukakan definisi perbandingan hukum dari beberapa pakar
hukum terkenal.
Romli Atmasasmita dalam bukunya mengutip beberapa pendapat ahli
hukum mengenai istilah perbandingan hukum, atara lain :
1) Rudolf B. Schlesinger mengatakan bahwa, perbandingan hukum merupakan
metoda penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang
lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Perbandingan hukum bukanlah
perangkat peraturan dan asas-asas hukum dan bukan suatu cabang hukum,
melainkan merupakan teknik untuk menghadapi unsur hukum asing dari
suatu masalah hukum
2) Winterton mengemukakan, bahwa perbandingan hukum adalah suatu
metoda yaitu perbandingan sistem-sistem hukum dan perbandingan
tersebut menghasilkan data sistem hukum yang dibandingkan
3) Gutteridge menyatakan bahwa perbandingan hukum adalah suatu metoda
yaitu metoda perbandingan yang dapat digunakan dalam semua cabang
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hukum. Gutteridge membedakan antara comparative law dan foreign law
(hukum asing), pengertian istilah yang pertama untuk membandingkan dua
sistem hukum atau lebih, sedangkan pengertian istilah yang kedua, adalah
mempelajari hukum asing tanpa secara nyata membandingkannya dengan
sistem hukum yang lain.
4) Perbandingan hukum adalah metoda umum dari suatu perbandingan dan
penelitian perbandingan yang dapat diterapkan dalam bidang hukum. Para
pakar hukum ini adalah : Frederik Pollock, Gutteridge, Rene David, dan
George Winterton
5) Lemaire mengemukakan, perbandingan hukum sebagai cabang ilmu
pengetahuan (yang juga mempergunakan metoda perbandingan)
mempunyai lingkup : (isi dari) kaidah-kaidah hukum, persamaan dan
perbedaannya, sebab-sebabnya dan dasar-dasar kemasyarakatannya
6) Ole Lando mengemukakan antara lain bahwa perbandingan hukum
mencakup : “analysis and comparison of the laws”. Pendapat tersebut sudah
menunjukkan kecenderungan untuk mengakui perbandingan sebagai
cabang ilmu hukum.
7) Hesel Yutena mengemukakan definisi perbandingan hukum sebagai berikut:
Comparative law is simply another name for legal science, or like other
branches of science it has a universal humanistic outlook ; it contemplates
that while the technique nay vary, the problems of justice are basically the
same in time and space throughout the world.( Perbandingan hukum hanya
suatu nama lain untuk ilmu hukum dan merupakan bagian yang menyatu
dari suatu ilmu sosial, atau seperti cabang ilmu lainnya perbandingan hukum
memiliki wawasan yang universal, sekalipun  caranya berlainan, masalah
keadilan pada dasarnya sama baik menurut waktu dan tempat di seluruh
dunia)
8) Orucu mengemukakan suatu definisi perbandingan hukum sebagai berikut :
Comparative law is legal discipline aiming at ascertaining similarities and
differences and finding out relationship between various legal sistems, their
essence and style, looking at comparable legal institutions and concepts and
typing to determine solutions to certain problems in these sistems with a
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definite goal in mind, such as law reform, unification etc. (Perbandingan
hukum merupakan suatu disiplin ilmu hukum yang bertujuan menemukan
persamaan dan perbedaan serta menemukan pula hubungan-hubungan erat
antara berbagai sistem-sistem hukum; melihat perbandingan lembaga-
lembaga hukum konsep-konsep serta mencoba menentukan suatu
penyelesaian atas masalah-masalah tertentu dalam sistem-sistem hukum
dimaksud dengan tujuan seperti pembaharuan hukum, unifikasi hukum dan
lain-lain)
9) Definisi lain mengenai kedudukan perbandingan hukum dikemukakan oleh
Zweigert dan Kort yaitu : Comparative law is the comparison of the spirit and
style of different legal sistem or of comparable legal institutions of the
solution of comparable legal problems in different sistem. (Perbandingan
hukum adalah perbandingan dari jiwa dan gaya dari sistem hukum yang
berbeda-beda atau lembaga-lembagahukum yang berbeda-beda atau
penyelesaian masalah hukum yang dapat diperbandingkan dalam sistem
hukum yang berbeda-beda)
10) Romli Atmasasmita yang berpendapat perbandingan hukum adalah ilmu
pengetahuan yang mempelajari secara sistematis hukum (pidana) dari dua
atau lebih sistem hukum dengan mempergunakan metoda perbandingan
b) Perbandingan Hukum Sebagai Metode dan Ilmu
Perbandingan hukum menunjukkan pembedaan antara perbandingan
hukum sebagai metode dan sebagai ilmu. Ketidakjelasan tersebut biasanya
dijumpai pada perumusan-perumusan yang bersifat luas, seperti yang dapat
ditemui pada ”Black’s Law Dictionary” yang menyatakan bahwa ”comparative
jurisprudence” adalah ”The study of the principles of legal science by the
comparison of various systems of law” (Henry Campbell Black: 1968).
Akan tetapi perumusan dari Black tersebut sebenarnya cenderung untuk
mengklasifikasikan perbandingan hukum sebagai metode, karena yang
dimaksudkan dengan ”comparative” adalah ”Proceeding by the method of
comparison; founded on comparison; estimated by comparison”.
Ilmu-ilmu hukum juga bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara
gejala-gejala hukum dengan gejala sosial lainnya. Untuk mencapai tujuannya,
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maka dipergunakan metode sosiologis, sejarah dan perbandingan hukum (L. J.
van Apeldoorn: 1966). Penggunaan metode-metode tersebut dimaksudkan
untuk:
1) metode sosiologis : untuk meneliti hubungan antara hukum dengan gejala-
gejala sosial lainnya,
2) metode sejarah : untuk meneliti tentang perkembangan hukum,
3) metode perbandingan hukum : untuk membandingkan berbagai tertib
hukum dari macam-macam masyarakat.
Ketiga metode tersebut saling berkaitan, dan hanya dapat dibedakan
(tetapi tak dapat dipisah-pisahkan). Metode sosiologis, misalnya, tidak dapat
diterapkan tanpa metode sejarah, oleh karena hubungan antara hukum dengan
gejala-gejala sosial lainnya merupakan hasil dari suatu perkembangan (dari
zaman dahulu). Metode perbandingan hukum juga tidak boleh diabaikan, oleh
karena hukum merupakan gejala dunia. Metode sejarah juga memerlukan
bantuan dari metode sosiologis, oleh karena perlu diteliti faktor-faktor sosial
yang mempengaruhi perkembangan hukum. Metode perbandingan tidak akan
membatasi diri pada perbandingan yang bersifat deskriptif; juga diperlukan data
tentang berfungsinya atau efektivitas hukum, sehingga diperlukan metode
sosiologis. Juga diperlukan metode sejarah, untuk mengetahui perkembangan
dari hukum yang diperbandingkan. Dengan demikian maka ketiga metode
tersebut saling mengisi dalam mengembangkan penelitian hukum (Soerjono
Soekanto 1989 : 26).
c) Perbandingan Hukum dan Cabang-Cabangnya
Betapa pentingnya perbandingan hukum dan berkembangnya
pengkhususan ini, antara lain terbukti dari kenyataan bahwa kemudian timbul
sub-spesialisasi. Sub-spesialisasi tersebut adalah (Edonard Lambert: 1957):
1) Descriptive comparative law,
2) Comparative history of law,
3) Comparative legislation atau comparative jurisprudence (proper).
Descriptive comparative law merupakan suatu studi yang bertujuan
untuk mengumpulkan bahan-bahan tentang sistem hukum berbagai masyarakat
(atau bagian masyarakat). Cara menyajikan perbandingan dapat didasarkan
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pada lembaga-lembaga hukum tertentu (bidang tata hukum) ataupun kaedah-
kaedah hukum tertentu yang merupakan bagian dari lembaga tersebut. Yang
sangat ditonjolkan adalah analisa deskriptif yang didasarkan pada lembaga-
lembaga hukum.
Comparative history of law berkaitan erat dengan sejarah, sosiologi
hukum, antropologi hukum dan filsafat hukum dan untuk Comparative
legislation atau comparative jurisprudence (proper) bertitik tolak pada (Edouard
Lambert: 1957): ”... the effort to define the common trunk on which present
national doctrines of law are destined to graft themselves as a result both of the
development of the study of law as a social science and of the awakening of an
international legal consciousness.”
Bahan-bahan yang dipergunakan dalam perbandingan hukum dapat
berupa bahan yang langsung didapat dari masyarakat (data primer), maupun
bahan kepustakaan (data sekunder). Bahan-bahan kepustakaan tersebut dapat
berupa bahan hukum primer, sekunder ataupun tertier (dari sudut kekuatan
mengikatnya). Bahan hukum primer, antara lain, mencakup peraturan
perundang-undangan, bahan hukum yang dikodifikasikan (misalnya hukum
adat) yurisprudensi, traktat, dan seterusnya. Bahan-bahan hukum sekunder,
antara lain peraturan perundang-undangan (untuk ”comparative history of
law”), hasil karya para sarjana, hasil penelitian, dan seterusnya. Bahan-bahan
hukum tersier dapat dipergunakan sebagai bahan untuk mencari dan
menjelaskan bahan primer dan sekunder (Soerjono Soekanto 1989 : 54).
2. Tinjauan Tentang Hak Tersangka atau Terdakwa
Istilah tersangka berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana, yaitu: “Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti
permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.” Sedangkan istilah terdakwa berdasarkan Pasal 1 angka 15
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu “Terdakwa adalah seorang tersangka yang
dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.”
Apabila kita perbandingkan penyebutan istilah tersangka atau terdakwa, maka dalam ketentuan Wetboek
van Strafordering Belanda (Ned. Sv.) kedua istilah tersebut tidak dibedakan, akan tetapi hanya disebut dalam satu
istilah saja yaitu “verdachte”. Pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) Ned. Sv. Istilah tersangka ditafsirkan secara lebih luas
dan lugas yaitu dipandang sebagai orang karena fakta-fakta atau keadaan-keadaan menunjukkan ia patut diduga
bersalah melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi dalam praktek peradilan perbedaan kedua istilah tersebut
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tampaknya bukan merupakan perbedaan principal dan boleh dikatakan bersifat “semu” karena ternyata diatur
dalam bagian yang sama yakni Bab VI tentang tersangka dan terdakwa mulai Pasal 50 sampai dengan Pasal 68
KUHAP.
Tersangka mempunyai hak-hak sejak ia mulai diperiksa oleh penyidik, meskipun seorang tersangka diduga
telah melakukan suatu perbuatan yang cenderung sebagai perbuatan negatif dan bahkan suatu tindak pidana yang
melanggar hukum bukan berarti seorang tersangka dapat dilakukan semena-mena dan di langgar hak-haknya abik
itu hak-hak hukumnya,sehingga hak-hak tesebut harus dipenuhi oleh penyidik.
Tersangka atau terdakwa diberikan seperangkat hak-hak oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) dari mulai Pasal 50 sampai dengan Pasal 68, hak-hak tersebut antara lain meliputi :
a) Hak untuk segera diperiksa , diajukan ke pengadilan, dan diadili (Pasal 50 ayat 1, 2, 3 ).
b) Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan
apa yang didakwakan (Pasal 51 butir a dan b).
c) Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim (Pasal 52)
d) Hak untuk mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat 1).
e) Hak untuk dapat mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54)
f) Hak untuk mendapat nasehat hukum dari penasehat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan
pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya cuma-
cuma
g) Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang
ditahan untuk mendapat bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak untuk berhubungan
dengan keluarga dengan maksud yang sama di atas (Pasal 59 dan 60).
h) Hak tersangka atau terdakwa berhubungan surat-menyurat dengan penasehat hukumnya.(Pasal 62)
i) Hak tersangka atau terdakwa mengajukan saksi atau ahli yang memiliki keahlian khusus guna memberikan
keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. (Pasal 65)
j) Hak tersangka atau terdakwa menuntut ganti kerugian. (Pasal 68)
Disamping hak-hak yang disebutkan diatas masih banyak lagi hak-hak tersangka  atau terdakwa yang lain,
seperti bidang penahanan, penggeledahan, dan sebagainya. Sebagai kesimpulan dari yang di sampaikan diatas, ialah
bahwa baik dalam pemeriksaan pendahuluan maupun dalam pemeriksaan sidang pengadilan, telah berlaku asas
akusator (accusatoir).Andi Hamzah mengatakan bahwa asas akusator telah dianut pada pemeriksaan pendahuluan,
ialah adanya jaminan yang luas terutama dalam hal bantuan hukum, sehingga dari sejak pemeriksaan dimulai,
tersangka sudah dapat meminta bantuan hukum, bahkan pembicaraan tersangka dan penasehat hukumnya tidak
didengar atau disaksikan oleh penyidik atau penuntut umum, kecuali ialah tersangka didakwa melakukan delik
terhadap keamanan negara.(Andi Hamzah, 2000 :67)
3. Tinjauan Tentang Hukum Acara Pidana
a) Pengertian Hukum Acara Pidana
Hukum acara pidana merupakan peraturan yang melaksanakan
hukum pidana. Hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia berdasar
pada peraturan yang terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Acara
xxxii
Pidana (KUHAP), yang berlaku sejak diundangkannya Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP). Dengan terciptanya Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana, maka pertama kali di Indonesia diadakan kodifikasi dan
unifikasi yang lengkap dalam artian meliputi seluruh proses pidana dari
awal (mencari kebenaran) sampai pada kasasi di Mahkamah Agung,
bahkan sampai meliputi peninjauan kembali (herziening) (Andi Hamzah,
2002:3).
Hukum acara pidana (hukum pidana formal) adalah hukum yang
menyelenggarakan hukum pidana materiil yaitu merupakan sistem kaidah
atau norma yang diberlakukan oleh negara untuk melaksanakan hukum
pidana atau menjatuhkan pidana. Seperti rumusan Wirdjono Prodjodikoro,
bekas Ketua Mahkamah Agung yang dikutip oleh Andi Hamzah.
merumuskan bahwa hukum acara pidana adalah Hukum acara pidana
berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan
suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana  badan-
badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan
pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan
mengadakan hukum pidana (Andi Hamzah, 2002:7).
Yahya Harahap berpendapat bahwa Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP)  sebagai hukum acara pidana yang berisi
ketentuan mengenai proses penyelesaian perkara pidana sekaligus
menjamin hak asasi tersangka atau terdakwa.  Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP)  sebagai hukum acara pidana yang berisi
ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana,
sekaligus telah memberi “legalisasi hak asasi” kepada tersangka atau
terdakwa untuk membela kepentingannya di depan pemeriksaan aparat
penegak hukum. Pengakuan hukum yang tegas akan hak asasi yang
melekat pada diri mereka dari tindakan sewenang-wenang. Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mencoba menggariskan tata
tertib hukum yang antara lain akan melepaskan tersangka atau terdakwa
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maupun keluarganya dari kesengsaraan putus asa di belantara penegakan
hukum yang tak bertepi, karena sesuai dengan jiwa dan semangat yang
diamanatkannya, tersangka atau terdakwa harus diberlakukan berdasar
nilai-nilai yang manusiawi (M. Yahya Harahap, 2002:4).
Definisi mengenai hukum acara pidana lainnya adalah seperti yang
dikemukakan oleh Van Bemmelen seperti yang dikutip oleh Andi Hamzah
(2002:6), adalah sebagai berikut:
Ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang
diciptakan oleh Negara, karena adanya terjadi pelanggaran-pelanggaran
undang-undang pidana :
1) Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran,
2) Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu,
3) Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pembuat
dan kalau perlu menahannya,
4) Mengumpulkan bahan-bahan bukti (bewijsmateriaal) yang telah
dipeoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim
dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut,
5) Hakim memberikan keputusan tentang terbukti tidaknya  perbuatan
yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana
atau tindakan tata tertib,
6) Upaya hukum untuk melawan putusan tersebut,
7) Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata
tertib.
Definisi-definisi tersebut di atas dikemukakan oleh para ahli
hukum, Hal ini dikarenakan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana sendiri tidak memberikan definisi hukum acara pidana secara
implisit.
b) Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Pidana
1) Tujuan Hukum Acara Pidana
Pemahaman mengenai tujuan KUHAP dapat dilihat dalam
konsideran huruf c KUHAP yang berbunyi:
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“Bahwa pembangunan hukum nasional yang sedemikian itu di
bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak
dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para
pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang
masing-masing, ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan
terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian
hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila”.
Berdasarkan bunyi konsideran tersebut dapat dirumuskan
beberapa landasan tujuan KUHAP, yaitu ;
(a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, yang lebih
dititikberatkan kepada peningkatan penghayatan akan hak dan
kewajiban hukum. Yaitu menjadikan setiap anggota masyarakat
mengetahui apa hak yang diberikan hukum atau undang-undang
kepadanya, serta apa pula kewajiban yang dibebankan hukum
kepadanya.
(b) Meningkatkan sikap mental aparat penegak hukum, hal ini sudah
barang tentu termuat di dalam KUHAP menurut cara-cara
pelaksanaan yang baik, yang menyangkut pembinaan keterampilan,
pelayanan, kejujuran dan kewibawaan.
(c) Tegaknya hukum dan keadilan, hal tersebut hanya dapat tercipta
apabila segala aturan hukum yang ada serta keadilan harus sesuai
dengan Pancasila, UUD 1945 serta didasarkan atas nilai-nilai
keadilan yang hidup dalam masyarakat.
(d) Melindungi harkat dan matabat manusia, hal ini tidak dapat
dilepaskan dari suatu kenyataan bahwa semua manusia ciptaan
Tuhan dan semua akan kembali kepada-Nya. Tidak ada kelebihan
dan kemuliaan antara yang satu dengan yang lain, semua
mempunyai harkat dan martabat kemanusiaan sesuai dengan hak-
hak asasi yang melekat pada diri tiap manusia. Manusia sebagai
hamba Tuhan, juga sebagai manusia yang sama derajatnya dengan
manusia lain harus ditempatkan pada keluhuran harkat
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martabatnya. Sebagai mahluk Tuhan, setiap manusia memiliki hak
dan kodrat kemanusiaan yang menopang harkat dan martabat
pribadinya, yang harus dihormati oleh orang lain.
(e) Menegakkan ketertiban dan kepastian hukum, arti dan tujuan
kehidupan masyarakat adalah mencari dan mewujudkan
ketenteraman dan ketertiban yaitu kehidupan bersama antara
anggota masyarakat yang dituntut dan dibina dalam ikatan yang
teratur dan layak, sehingga lalu lintas tata pergaulan masyarakat
yang bersangkutuan bisa berjalan dengan tertib dan lancar. Tujuan
tersebut hanya dapat diwujudkan dengan jalan menegakkan
ketertiban dan kepastian hukum dalam setiap aspek kehidupan
sesuai dengan kaidah-kaidah dan nilai hukum yang telah mereka
sepakati (M. Yahya Harahap, 2002:58-79).
Tujuan dari hukum acara pidana telah dirumuskan dalam
Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri
Kehakiman, yang bunyinya adalah sebagai berikut:
Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan
mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material,
ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana
dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan
tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat
didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya
meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan
apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah
orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan (Andi Hamzah, 2002:8)
Masih menurut Andi Hamzah, bahwa tujuan hukum acara
pidana mencari kebenaran itu hanyalah merupakan tujuan antara.
Tujuan akhirnya ialah mencari suatu ketertiban, ketenteraman,
kedamaian, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat (Andi
Hamzah, 2002:9).
2) Fungsi Hukum Acara Pidana
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Fungsi hukum acara pidana berawal dari tugas mencari dan
menemukan kebenaran hukum. Hakekat mencari kebenaran hukum,
sebagai tugas awal hukum acara pidana tersebut menjadi landasan dari
tugas berikutnya dalam memberikan suatu putusan hakim dan
melaksanakan tugas putusan hakim. Menurut Bambang Poernomo
(1988:18) bahwa tugas dan fungsi pokok hukum acara pidana dalam
pertumbuhannya meliputi empat tugas pokok, yaitu :
(a) Mencari dan menemukan kebenaran,
(b) Mengadakan tindakan penuntutan secara benar dan tepat,
(c) Memberikan suatu keputusan hakim,
(d) Melaksanakan (eksekusi) putusan hakim.
Menurut Van Bemmelen, seperti yang dikutip oleh Andi
Hamzah (2002:9), mengenai fungsi hukum acara pidana,
mengemukakan terdapat tiga fungsi hukum acara pidana yaitu :
(a) Mencari dan menemukan kebenaran,
(b) Pemberian keputusan hakim,
(c) Pelaksanaan putusan.
3) Asas-Asas Hukum Acara Pidana
Asas-asas yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana, diatur dalam Penjelasan KUHAP butir ke-3 adalah
sebagai berikut :
(a) Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan
tidak mengadakan pembedaan perlakuan (asas persamaan di muka
hukum).
(b) Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan harus
dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi
wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan
cara yang diatur dengan undang-undang (asas perintah tertulis).
(c) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan
dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak
bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan
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kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap (asas
praduga tak bersalah).
(d) Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili
tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena
kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib
diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan
para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena
kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar,
dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi (asas
pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi atas salah tangkap, salah
tahan dan salah tuntut).
(e) Pengadilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan
biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan
secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan (asas peradilan
yang cepat, sederhana dan biaya ringan, bebas, jujur dan tidak
memihak).
(f) Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan
memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk
melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya (asas
memperoleh bantuan hukum seluas-luasnya).
(g) Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan
atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan atas dasar hukum
apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu
termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan penasehat
hukum (asas wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum dakwaan)
(h) Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa
(asas hadirnya terdakwa).
(i) Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum
kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang (asas
pemeriksaan pengadilan  terbuka untuk umum).
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(j) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana
dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan (asas
pelaksanaan pengawasan putusan).
(k) Tersangka diberi kebebasan memberi dan mendapatkan penasehat
hukum, menunjukkan bahwa KUHAP telah dianut asas akusator,
yaitu tersangka dalam pemeriksaan dipandang sebagai subjek
berhadap-hadapan dengan lain pihak yang memeriksa atau
mendakwa yaitu kepolisian atau kejaksaan sedemikian rupa
sehingga  kedua pihak mempunyai hak-hak yang sama nilainya
(asas accusatoir) (M.Yahya Harahap, 2002:40).
Sedangkan menurut Andi Hamzah (2002:10-22) bahwa asas-
asas penting yang terdapat dalam hukum acara pidana adalah sebagai
berikut:
(a) Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.
(b) Asas praduga tak bersalah (Presumption of Innocence).
Sebelum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap, maka setiap orang tersangka/terdakwa wajib
dianggap tidak bersalah.
(c) Asas oportunitas
Penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan
delik jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan
umum.
(d) Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum
Terdapat pengecualian, yaitu mengenai delik yang berhubungan
dengan rahasia militer atau yang menyangkut ketertiban umum
(openbare orde).
(e) Asas semua orang diperlakukan sama di depan hakim
Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-
bedakan orang.
(f) Asas peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap
Pengambilan keputusan salah tidaknya terdakwa dilakukan oleh
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hakim karena jabatannya dan bersifat tetap. Untuk jabatan tersebut
diangkat hakim-hakim yang tetap oleh kepala negara,
(g) Asas tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum,
(h) Asas akusator dan inkisitor (accusatoir dan inquisitoir)
Kebebasan memberi dan mendapatkan nasehat hukum
menunjukkan bahwa dengan KUHP telah dianut asas akusator.
(i) Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan
Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara
langsung, artinya langsung kepada terdakwa dan para saksi.
Dari asas-asas hukum acara pidana yang dikemukakan oleh
kedua penulis diatas, pada dasarnya banyak kesamaannya, yaitu antara
lain: asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, asas akusator,
asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, asas praduga tak
bersalah, asas mendapatkan bantuan hukum, dan asas perlakuan sama
di depan hakim.
4. Tinjauan Tentang Internal Security Act Malaysia Tahun 1960
Akta Keamanan/Keselamatan Dalam Negeri Malaysia atau Internal Security
Act Malaysia atau yang disingkat dengan ISA Malaysia tahun 1960 lahir karena ada
kepentingan dan kewajiban negara untuk menegakkan public order dan interests
atas nama keamanan negara. Tentu hal ini dapat memberikan keleluasaan kepada
penguasa untuk menafsirkan apa yang dimaksud public order dan public interests
atas nama keamanan negara. Ini sekaligus menegaskan bahwa ISA Malaysia dan
langkah-langkah sejenisnya sejak awal dihadapkan pada masalah klasik, yaitu
bagaimana membuat keseimbangan antara keamanan negara untuk melindungi
public order dan public interests serta kebebasan dan hak-hak individual
(http://www.propatria.or.id//).
Internal Security Act (ISA) Malaysia kini telah berumur 49 tahun.
Ketentuan-ketentuan yang keras dalam Internal Security Act (ISA) Malaysia, tidak
terlepas dari latar belakang sejarahnya. Menjelang kemerdekaan Malaysia, muncul
pemberontakan komunis yang lebih militan dan agresif dibandingkan gerakan-
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gerakan anti-Inggris yang lain. Pemerintah kolonial Inggris kemudian
mengeluarkan Emergency Regulation (pendahulu ISA) yang dapat menahan
seseorang tanpa proses peradilan. Setelah merdeka pada tahun 1947, Malaysia
mempertahankan warisan Inggris dengan mengeluarkan Internal Security Act (ISA)
pada tahun 1960 untuk menghadapi pemberontakan komunis. Tidak
mengherankan jika pada dekade 60-an, mereka yang ditahan berdasarkan
ketentuan Internal Security Act (ISA) adalah para aktifis komunis dan anggota
Partai Buruh yang merupakan bagian dari Front Sosialis. Akhir tahun 1960-an, juga
mulai muncul gerakan tidak puas terhadap kebijakan UMNO yang dipelopori oleh
Angkatan Belia Islam Malaysia dan beberapa kelompok Islam. Pada tahun 1970-an
Internal Security Act (ISA) lebih banyak ditujukan kepada gerakan-gerakan
mahasiswa.
Internal Security Act Malaysia 1960 atau Akta Keselamatan Dalam Negeri
merupakan penahanan preventif (preventive detention) hukum yang berlaku di
Malaysia. Undang-undang itu disahkan oleh politisi Malaysia setelah negara
memperoleh kemerdekaan dari Britania Raya tahun 1957. Penahanan preventif
pada tahun 1948 kemudian menjadi salah satu ciri Malaysia, terutama untuk
memerangi pemberontakan bersenjata dari Partai Komunis Malaysia selama
Darurat Malaysia, dan dibuatlah Peraturan-Peraturan Darurat 1948. Hal tersebut
memungkinkan penahanan orang untuk setiap periode yang tidak melebihi waktu
selama satu tahun. ordonansi tahun 1948 dibuat terutama untuk melawan
tindakan kekerasan dimana preventif penahanan dimaksudkan bersifat sementara.
Namun pada tahun 1960, peraturan-peraturan darurat dianggap tidak berlaku
atau berakhir serta mengakhiri pula kekuasaan yang terkandung dalam peraturan
tersebut. Akan tetapi, kekuatan preventif penahanan itu tidak benar-benar
berakhir dan pada kenyataannya justru menjadi cikal bakal dalam hukum Malaysia
(http://www.wikipedia.org//).
Pada tahun 1960, pemerintah Malaysia menerbitkan Internal Security Act
Malaysia sesuai dengan Pasal 149 Konstitusi Malaysia. Dalam Internal Security Act
(ISA) tersebut, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan kebijaksanaan melakukan
penahanan tanpa tuduhan apapun dan dapat mengadili setiap orang dimana
penahanan semacam itu diperlukan untuk mencegah orang yang dituduh
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melakukan tindakan apapun yang dapat merugikan keamanan nasional dan untuk
memelihara kehidupan ekonomi di Malaysia serta menjaga perdamaian dan
keamanan negara. Keberadaan ISA ini juga sangat kontroversial bahkan mendapat
perlawanan juga dari warga negara Malaysia.
Menurut Edy Prasetyono, untuk memahami penerapan Internal Security
Act (ISA) diperlukan pemahaman mengenai dinamika tentang ekonomi di
Malaysia. Banyak penahanan karena Internal Security Act (ISA) terjadi di saat
perekonomian Malaysia mengalami penurunan yang dapat menimbulkan
keresahan dan protes masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi yang
dikeluarkan oleh pemerintah. Selain pemahaman terhadap dinamika ekonomi,
pola penerapan Internal Security Act (ISA) juga perlu dihubungkan dengan struktur
politik di Malaysia. Sistem politik Malaysia yang damai dan ditandai oleh hubungan
tiga etnis utama yang dilembagakan dalam tiga partai utama yakni UMNO
(Melayu), MCA (Cina), dan MIC (India). Hubungan diantara ketiga partai itu tidak
mengarah pada integrasi etnis, akan tetapi mempertahankan mobilisasi dukungan
politik secara individual sesuai dengan garis etnis. Dengan demikian, untuk setiap
gerakan politik yang terlihat mencoba untuk keluar dari tradisi politik Malaysia
melintasi batas-batas etnis, dianggap membahayakan keamanan nasional dan
menjadi sasaran target Internal Security Act (ISA). Penahanan oleh ISA juga















Banyak sekali pelanggaran-pelangaran hak asasi manusia terhadap
tersangka/terdakwa yang terjadi di negara Indonesia itu dikarenakan kurang
transparansi di lembaga-lembaga peradilan. dalam prakteknya seringkali aparat
penegak hukum mengabaikan hak-hak tersangka/terdakwa. Walaupun seorang
manusia melakukan kejahatan-kejahatan atau suatu tindak pidana, namun
manusia berhak mendapatkan hak-haknya sebagai manusia. Dalam penelitian ini
penulis mencoba mengkaji bagaimana perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa
di Negara Indonesia menurut KUHAP dan membandingkan perlindungan hak-hak
tersangka terdakwa di Negara Malaysia menurut Internal scurty act.
xliv
BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Persamaan dan perbedaan dalam perlindungan hak-hak tersangka terdakwa menurut
Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana dan Internal Scurty Art Malaysia
A. Hasil penelitian
1. Perlindungan hak hak tersangka terdakwa di negara Indonesia menurut KUHAP
Jaminan dan perlindunangan terhadap HAM dalam peraturan hukum
acara pidana mempunyai arti yang sangat penting sekali, karena sebagian besar
dalam rangka proses dari hukum acara pidana ini menjurus kepada pembatasan-
pembatasan HAM seperti penagkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan
dan penghukuman, yang pada hakikatnya adalah pembatasan-pembatasan HAM
(Erny Widhayanti, 1998 : 34)
Dalam buku Soeharto yang mengutip dari buku Mardjono Reksodiputro,
Penegakan 10 asas dalam butir 3 penjelasan Umum KUHAP mengatur
perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia Mardjono
Reksodiputro membedakan kesepuluh asas ini menjadi tujuh asas umum dan
asas khusus yaitu :
Asas-asas umum :
a) Perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apapun;
b) Praduga tidak bersalah;
c) Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
d) Hak untuk mendapatkan bantuan hukum;
e) Hak pengadilan terdakwa di muka pengadilan;
f) Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
g) peradilan yang terbuka untuk umum.
Asas-asas khusus :
a) Pelanggaran atas hak-hak individu (penangkapan, penahanan,
penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang
dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis);
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b) hak seorang tersangka untuk diberitahukan tentang persangkaan dan
pendakwaan terhadapnya;
c) Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-
putusannya.
Adapun pasal-pasal dalam kitab undang-undang Hukum Acara
Pidana yang mengatur tentang perlindungan Hak-hak tersangka terdakwa
yaitu adalah :


























Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan, dan diadili
Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut
umum
Hak terdakwa segera diadili oleh pengadilan
Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang
apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan
Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim
Hak untuk mendapat juru bahasa
Hak untuk dapat mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan
Hak untuk mendapat nasehat hukum dari penasehat hukum yang ditunjuk oleh
pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau
terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya cuma-Cuma
Hak tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi
penasihat hukumnya
Hak tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan
menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang
ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.
Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan
tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapat bantuan hukum atau
jaminan bagi penangguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga
dengan maksud yang sama di atas




















hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal
yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk
kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluarga.
Hak tersangka atau terdakwa berhubungan surat-menyurat dengan penasehat
hukumnya.(Pasal 62)
Hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari
rohaniwan
Hak terdakwa untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.
Hak tersangka atau terdakwa mengajukan saksi atau ahli yang memiliki keahlian
khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.
Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian
Hak terdakwa atau penuntut umum untuk minta banding terhadap putusan
pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala
tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum
dan putusan pengadilan dalam acara cepat
Hak tersangka atau terdakwa menuntut ganti kerugian.
Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya
penjabat yang bersangkutan memberikan turunan berita
acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya
Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi
alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang
kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu
datang ke tempat kediamannya
Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana
sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik
wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk
mendapatkan bantuan hukum atau ia dalam perkaranya itu
wajib didampingi oleh penasihat hukumnya sebagaimana
dimaksud dalam pasal 56.
1) Dalam hal Penyidik sedang melakukan pemeriksaan
terhadap Tersangka, Penasehat Hukum dapat














melihat serta mendengar pemeriksaan.
2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara
Penasehat Hukum dapat hadir dengan cara melihat
tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap
Tersangka
1) Keterangan Tersangka dan atau Saksi kepada
Penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan
atau dalam bentuk apapun.
2) Dalam hal Tersangka memberi keterangan tentang
apa yang sebenarnya ia telah lakukan sehubungan
dengan tindak pidana yang dipersangkakan
kepadanya, Penyidik mencatat dalam berita acara
seteliti-telitinya sesuai dengan kata yang
dipergunakan oleh Tersangka sendiri
Dalam hal Terdakwa atau Penasehat Hukum mengajukan keberatan bahwa
Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat
diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan
kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim




2. Perlindungan hak hak tersangka terdakwa menurut Internal Scurity Act
Sementara itu di Malaysia, kebijakan pemerintah Malaysia dalam usaha
melawan kejahatan Negara diwujudkan dengan menerbitkan Akta Keamanan Dalam
Negeri tahun 1960 atau yang dikenal dengan Internal Security Act (ISA) Malaysia
tahun 1960. Internal Security Act Malaysia merupakan produk hukum peninggalan
kolonial Inggris yang awalnya dibentuk untuk menangkis ancaman komunisme.
Internal Security Act Malaysia juga merupakan produk politik hukum yang ditujukan
untuk menegaskan wewenang negara berhadapan dengan kebebasan sipil dalam
situasi khusus dan memaksa untuk menjamin keamanan nasional
(http://www.propatria.or.id//). Ketentuan yang terdapat dalam Internal Security Act
Malaysia mengalami perubahan/amandemen pada tahun 1988. Amandemen
tersebut menunjukkan karakter otoriter ISA dan menutup ruang bagi peninjauan
kembali atas putusan yang telah dibuat oleh Menteri Dalam Negeri atau Yang
Dipertuan Agung dengan hak diskresi menurut ISA.
Malaysia adalah salah satu dari sedikit negara di dunia yang memungkinkan
preventive detention dalam Konstitusinya selama masa damai tanpa pengamanan
yang dipahami sebagai persyaratan dasar untuk melindungi hak asasi manusia. Pada
intinya, hal itu memungkinkan untuk menangkap setiap orang tanpa perlu untuk
diadili dalam keadaan didefinisikan tertentu
(http://en.wikipedia.org/wiki/Internal_Security_Act_(Malaysia). ISA Malaysia
sebagaimana tercantum dalam Pasal 73 ayat (1) adalah peraturan yang
memungkinkan polisi (tanpa bukti atau surat perintah) menangkap individu yang
diyakini telah atau akan atau kemungkinan akan bertindak yang mengancam
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keamanan, hal-hal yang menguasai hajat hidup orang banyak atau kehidupan
ekonomi Malaysia.
Internal Security Act Malaysia sebagai produk politik hukum ditujukan untuk
menegaskan wewenang negara berhadapan dengan kebebasan sipil dalam situasi
khusus dan memaksa untuk menjamin keamanan nasional. Untuk itu perlu ada 5
(lima) aspek yang perlu dilihat dari ISA Malaysia. Kelima aspek dalam ISA Malaysia ini
juga menunjukkan kelemahan dari ISA Malaysia yang tidak menjunjung tinggi
penghormatan atas hak asasi manusia. Kepentingan keamanan negara lebih
diutamakan dari pada kepentingan hak asasi manusia umumnya dan warga negara
Malaysia khususnya. Kelima aspek tersebut menurut Edi Prasetyono sebagai berikut
:
a) Situasi Darurat Penahanan
Tindakan penahanan bisa saja dijustifikasi selama masa darurat yaitu
dalam masa keamanan nasionl ditetapkan lebih penting dan mendesak sehingga
ada beberapa hak individual yang harus dikorbankan. Akan tetapi perlu adanya
alasan kuat untuk menerapkan keadaan darurat yang memberi dasar
pemberlakuan ISA. Selain itu, dihapuskannya beberapa hak individu dalam
keadaan darurat harus diakui oleh Declaration Universal of Human Rights.
Declaration Universal of Human Rights memang mengakui beberapa hak dasar
individu, namun juga mengakui bahwa ada beberapa hak dasar yang dapat
dihapuskan dalam keadaan tertentu.
b) Sebab dan Kecurigaan yang Jelas Terkait Penahanan
Penahanan dan penghapusan kebebasan sipil harus didasarkan atas
alasan dan sebab yang jelas. Akan tetapi ketentuan tersebut tidak dipenuhi oleh
ISA Malaysia. Pasal 73 ISA menyatakan bahwa polisi bisa menahan karena
mereka “have reason to believe” orang tersebut melakukan suatu tindakan yang
membahayakan atau Menteri Dalam Negeri “is satisfied” bahwa penahanan
tersebut adalah untuk mencegah tindakan yang berbahaya bagi keamanan
Malaysia.
c) Perlindungan dan Bantuan Hukum
Mereka yang ditahan karena ISA tidak mempunyai perlindungan hukum
selama masa penahanan yang mengarah pada terjadinya beberapa kekerasan
lbaik fisik maupun psikis. Tahanan baru mendapat bantuan hukum dari
penasehat hukumnya setelah mereka dipindahkan ke tahanan atas perintah
Menteri Dalam Negeri dengan pembatasan-pembatasan tertentu.
d) Judicial Review
Amandemen terhadap ISA pada tahun 1988 justru menunjukkan
karakter otoriter ISA karena menutup ruang bagi peninjauan kembali atas
putusan yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri atau Yang Dipertuan Agung
yang mempunyai hak diskresi menurut ISA. Ketentuan dalam pasal 16 ISA juga
memberi hak kepada pejabat untuk menutup informasi yang selanjutnya
menyulitkan upaya untuk melakukan peninjauan.
e) Kondisi tahanan
Walaupun keadaan yang demikian itu adapun pasal-pasal dalam
Internal Scurty Art yang mengarah pada upaya perlindungan terhadap hak-
hak tersangka terdakwa
NO PASAL BUNYI PASAL
1) Pasal 11 Perwakilan terhadap perintah penahanan
(1) Sebuah salinan tentang setiap perintah yang dibuat oleh
Menteri menurut pasal 8 (1) sebaiknya segera mungkin
setelah pembuatannya diserahkan kepada orang yang
bersangkutan, dan setiap orang tersebut sebaiknya diminta
menunjuk perwakilan atas perintah tersebut kepada Badan
Penasihat.
(2) Untuk tujuan membuat seseorang mampu menunjuk
perwakilan menurut sub pasal (1) pada waktu menjalankan
perintah tersebut seharusnya –
(a) diberitahu mengenai haknya untuk menunjuk perwakilan
kepada Badan Penasihat menurut sub pasal (1); dan
(b) dibekali dengan sebuah pernyataan tertulis oleh Menteri
–






(ii) tentang dugaan fakta yang menjadi dasar dari perintah
tersebut; dan
(iii) fakta-fakta lainnya, bila ada, karena menurut pendapat
menteri ia mungkin perlu menunjuk perwakilan terhadap
Badan Penasihat.
(3) Yang di Pertuan Agung dapat membuat aturan-aturan
mengenai cara penunjukkan perwakilan menurut pasal ini
dan untuk mengatur prosedur Badan Penasihat.
Laporan tentang Badan Penasihat
(1) Pada saat seseorang telah menunjuk perwakilan
menurut pasal 11(1) kepada Badan Penasihat, dalam waktu
tiga bulan setelah orang itu ditahan Badan Penasihat
seharusnya mempertimbangkan perwakilan tersebut dan
memberikan rekomendasi kepada Yang di-Pertuan Agung.
(2) Setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Badan
Penasihat menurut pasal ini, Yang di-Pertuan Agung dapat
memberi perintah kepada Menteri, bila ada, misalnya ia
seharusnya berpikir secara tepat mengenai perintah yang
diberikan oleh Menteri; dan setiap keputusan Yang di-
Pertuan Agung sebaiknya bersifat final, menurut pasal 13,
dan sebaiknya tidak dipertanyakan di pengadilan.
[Pasal 12 telah diubah oleh Undang-undang keamanan
Internal (Amandemen) 1988 dengan:
Mengganti kata-kata “orang yang telah ditahan” dengan
“perwakilan diterima olehnya, atau dalam periode waktu
yang lebih panjang seperti yang diberikan oleh Yang di-
Pertuan Agung” pada sub pasal (1)
Kekuasaan untuk memanggil saksi
Setiap badan penasihat untuk tujuan undang-undang ini,
tetapi menurut pasal 16, seharusnya memiliki semua








saksi, pemberian sumpah atau persetujuan, dan mendesak
pembuatan dokumen
Anggota Badan Penasihat yang dianggap sebagai pelayan
masyarakat
Setiap anggota Badan Penasihat seharusnya dianggap
sebagai pelayan masyarakat didalam makna Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana, dan pada kasus setiap perbuatan
atau gugatan yang dilayangkan terhadapnya atas suatu
perbuatan yang dilakukan atau dihilangkan untuk dilakukan
dalam pelaksanaan kewajibannya menurut Bab ini
seharusnya memiliki perlindungan dan hak istimewa yang
serupa seperti menurut undang-undang yang diberikan
kepada seorang Hakim dalam penyelenggaraan dinasnya.
Pengungkapan Informasi
Dalam bab ini atau dalam aturan-aturan yang dibuat
dibawahnya tidak ada yang menuntut Mengeri atau salah
seorang anggota Badan Penasihat atau pelayan masyarakat
untuk mengungkapkan fakta-fakta atau membuat dokumen-
dokumen yang ia anggap bertentangan dengan kepentingan
nasional untuk mengungkapkan atau membuat.
Kekuasaan hukum pengadilan
Tanpa praduga terhadap kekuasaan hukum Pengadilan
Tinggi, sebuah Pengadilan Sidang atau di Sabah dan
Sarawak, pengadilan Stipendiary Magistrate, seharusnya
memiliki kekuasaan hukum untuk mencoba suatu
pelanggaran terhadap Undang-Undang ini, selain
pelanggaran yang dapat dihukum dengan kematian, dan
menjatuhkan hukuman yang disarankan sehingga tidak
melebihi denda sebesar lima ribu dollar atau lima tahun
penjara atau kedua-duanya.
Pengakuan tentang pernyataan-pernyataan dalam bukti
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7) Pasal 75
(1) Apabila seseorang digugat atas pelanggaran terhadap
Undang-Undang ini atau atas undang-undang tertulis untuk
waktu yang telah ditetapkan pada Jadwal Kedua  suatu
pernyataan, baik pernyataan yang sama dengan pengakuan
atau bukan atau tertulis atau lisan, dibuat pada suatu
waktu, baik sebelum maupun sesudah orang itu dituntut
dan baik dalam proses penyelidikan polisi atau bukan dan
baik secara keseluruhan maupun sebagian dalam menjawab
pertanyaan-pertanyaan, oleh orang tersebut kepada atau
dalam pemeriksaan oleh petugas polisi atau diatas jabatan
Inspektur dan baik ditafsirkan kepadanya atau tidak oleh
petugas kepolisian yang lain atau orang lain yang terkait
atau tidak dengan penahanan tersebut, meskipun ada
sesuatu yang bertentangan yang dimuat dalam hukum
tertulis, sebaiknya dapat diakui barang buktinya dalam
persidangannya, jika orang itu mengajukan dirinya sebagai
saksi, pernyataan semacam itu dapat digunakan dalam
pemeriksaan silang dan untuk meminta
pertanggungjawabannya:
Menyatakan –
tidak ada pernyataan semacam itu yang dapat diterima atau
digunakan seperti yang disebutkan sebelumnya –
jika pembuatan pernyataan tersebut bagi pengadilan
tempaknya disebabkan oleh bujukan, ancaman atau janji
yang memiliki referensi dengan gugatan terhadap orang
tersebut, yang berjalan dari seseorang yang berkuasa dan
menurut pendapat pengadilan cukup untuk memberi orang
tersebut dasar-dasar yang tampak baginya masuk akal untuk
menduga bahwa dengan membuatnya ia akan mendapatkan
keuntungan atau menghindari kejahatan dari sifat referensi
sementara terhadap sidang terhadapnya; atau
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apabila suatu pernyataan yang dibuat oleh orang tersebut
sesudah penahanannya, kecuali pengadilan puas bahwa
sebuah peringatan diberikan kepadanya dengan kata-kata
berikut ini: “Adalah tugas saya untuk memperingatkan anda
bahwa anda tidak wajib mengatakan sesuatu atau
menjawab pertanyaan apapun, melainkan sesuatu yang
anda katakan, baik saat menjawab sebuah pertanyaan atau
tidak, dapat diberikan dalam bukti”, dan
sebuah pernyataan yang dibuat oleh seseorang sebelum ada
waktu untuk memperingatkannya sebaiknya dianggap tidak
dapat diterima dalam bukti hanya karena alas an tidak ada
peringatan yang telah diberikan jika hal itu telah diberikan
sesegera mungkin.
(2) Meskipun ada sesuatu bertentangan yang tercantum
dalam suatu undang-undang tertulis yang diduga dilanggar
oleh seseorang dimana sub pasal (1) berlaku sebaiknya tidak
terbatas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang
terkait dengan kasus sesudah peringatan seperti yang
tersebut diatas diberikan kepadanya.
(3) Pasal ini seharusnya berlaku dalam kaitannya dengan
seseorang yang diadili sesudah mulai berlakunya Undang-
Undang ini, baik sidang terhadap orang tersebut diadakan
maupun apakah pernyataan yang relevan dibuat
sebelumnya atau tidak.
Larangan mengenai tuntutan
Sebuah tuntutan atas pelanggaran terhadap Undang-
undang ini yang dapat dihukum dengan hukuman penjara
selama tujuh tahun atau lebih seharusnya tidak dilakukan
kecuali atas persetujuan Jaksa Penuntut Umum:
Menyatakan bahwa, menurut undang-undang tersebut







seseorang yang digugat dengan pelanggaran semacam itu
dapat ditahan, atau suatu jaminan atas penahanannya
dapat dikeluarkan dan dilaksanakan, dan orang tersebut
dapat dikirim kembali kedalam tahanan atau atas jaminan,
meskipun begitu persetujuan Jaksa Penuntut Umum
terhadap lembaga tentang sebuah gugatan atas
pelanggaran tidak diperoleh, tetapi kasus seharusnya
digugat lebih jauh hingga persetujuan diperoleh; dan
ketika seseorang dibawa kehadapan pengadilan menurut
pasal ini sebelum Jaksa Penuntut umum menyetujui gugatan
tersebut, tuntutan sebaiknya dijelaskan kepadanya tetapi ia
seharusnya tidak diminta membela dan ketentuan undang-
undang tersebut sebaiknya diubah.
Penerbitan perintah
(1) Ketika suatu perintah atau peraturan dibuat atau
petunjuk atau instruksi diberikan menurut Undang-Undang
ini, Mentri dalam negeri dan otoritas yang lain yang
membuat perintah atau peraturan atau memberikan
petunjuk atau instruksi tersebut sebaiknya memberitahukan
pemberlakuannya untuk diberikan sesegera mungkin
sebagaimana yang dianggap perlu untuk memberitahu
kepada semua orang yang menurut pendapatnya harus
mengetahuinya, dan perintah, peraturan, petunjuk atau
instruksi tersebut sebaiknya berlaku segera sesudah
pemberitahuan tersebut diberikan, tanpa pengumuman
dalam lembar Negara.
(2) Tanpa praduga terhadap ketentuan khusus yang dimuat
dalam Undang-undang ini atau dalam suatu aturan atau
peraturan yang dibuat menurut sebuah pemberitahuan
yang diberikan kepada seseorang untuk tujuan salah satu
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pasal dapat diberikan dengan meninggalkannya atau
mengirimnya lewat pos dalam sebuah surat yang
dialamatkan kepada orang itu di tempat tinggalnya yang
terakhir atau biasanya atau di tempat usahanya.
(3) Suatu perintah atau peraturan yang dibuat atau petunjuk
atau instruksi yang diberikan menurut Undang-Undang ini
pada suatu waktu selanjutnya dapat dibatakkan oleh orang
yang diberi wewenang untuk membuat perintah atau
peraturan atau untuk memberikan petunjuk atau instruksi,
tetapi tanpa praduga kepada validitas sebelumnya atau
kepada sesuatu yang dilakukan menurutnya atau kepada
kekuasaan orang tersebut untuk membuat perintah atau
peraturan yang baru atau memberikan petunjuk atau
instruksi baru menurut ketentuan-ketentuan tersebut.
B. Pembahasan
Pendapat Orucu dalam bukunya Romli Atmasasmita mengemukakan suatu
definisi perbandingan hukum sebagai berikut : Comparative law is legal discipline
aiming at ascertaining similarities and differences and finding out relationship
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between various legal sistems, their essence and style, looking at comparable legal
institutions and concepts and typing to determine solutions to certain problems in
these sistems with a definite goal in mind, such as law reform, unification etc.
(Perbandingan hukum merupakan suatu disiplin ilmu hukum yang bertujuan
menemukan persamaan dan perbedaan serta menemukan pula hubungan-
hubungan erat antara berbagai sistem-sistem hukum; melihat perbandingan
lembaga-lembaga hukum konsep-konsep serta mencoba menentukan suatu
penyelesaian atas masalah-masalah tertentu dalam sistem-sistem hukum dimaksud
dengan tujuan seperti pembaharuan hukum, unifikasi hukum dan lain-lain)
Dalam pemenuhan hak-hak tersangka dan terdakwa menurut Kitab
Undang Undang Hukum Acara Pidana Indonesia tentulah berbeda dengan
pemenuhan hak-hak tersangka dan terdakwa tindak pidana menurut Internal
Security Act (ISA) Malaysia. Hak-hak tersangka dan terdakwa dalam Kitab
Undang Undang Hukum Acara Pidana Indonesia dengan Internal Security Act
(ISA) Malaysia pastilah terdapat persamaan dan perbedaan antara peraturan
perundang-undangan tersebut.
Adapun hasil penelitian peneliti mengenai studi perbandingan persamaan
dan perbedaan perlindungan hukum Hak-hak tersangka dan terdakwa dalam Kitab
Undang Undang Hukum Acara Pidana Indonesia dengan Internal Security Act
(ISA) Malaysia, antara lain :
1. Persamaan
Hak-hak tersangka dan terdakwa yang sama-sama dilindungi dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia dengan Internal Security
Act (ISA), yaitu :
a) Hak untuk mendapatkan bantuan hukum
Dalam Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia
dijelaskan bahwa setiap tersangka atau terdakwa berhak untuk
mendapatkan bantuan hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan. Di
dalam Internal Security Act (ISA) Pasal 11 ayat 2 point a menyebutkan
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bahwa setiap tersangka atau terdakwa berhak untuk menunjuk
kepada Badan Penasihat.
b) Beban pembuktian
Dalam Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia
dijelaskan bahwa setiap tersangka atau terdakwa tidak dibebani
kewajiban pembuktian. Hal ini sama dengan Pasal 16 tentang pengungkapan
informasi.
c) Hak untuk mengajukan atau memanggil saksi
Dalam Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia
dijelaskan bahwa tersangka atau terdakwa berhak mengajukan saksi atau
ahli yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang
menguntungkan bagi dirinya. Seperti halnya dalam Pasal 14 Internal
Security Act (ISA) dijelaskan   setiap tersangka dan terdakwa memiliki
kekuasaan untuk memanggil saksi.
2. Perbedaan
a) Proses Penangkapan dan Penahanan
Perbedaan yang mendasar dan substansial antara indonesia dan
malaysia adalah dalam hal prosedur penangkapan dan penahanan.
Sesuai ketentuan dalam Pasal 25, penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana
terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku (ketentuan
KUHAP). Menurut Soeharto yang mengutip pendapat Romli
Atmasasmita, dalam sistem peradilan di Indonesia, mekanisme
peradilan pidana sebagai suatu proses (Criminal Justice Process)
dimulai dari penyidikan, penangkapan, penggeledahan, penahanan,
penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta diakhiri
dengan pelaksanaan pidana atau eksekusi (Soeharto, 2007 : 92).
Dalam Pasal 1 angka 20 KUHP di jelaskan bahwa
penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan
sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat
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cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau
peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalm undang-
undang ini .
Proses penangkapan terhadap setiap orang yang dicurigai atau
patut diduga akan melakukan tindak pidana selalu diikuti dengan
proses penahanan. Penahanan diperlukan untuk kepentingan
penuntutan dan kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan untuk
hanya dapat dilakukan 1x24 jam atau 1 hari. Proses penangkapan dan
penahanan yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu
dapat dilakukan atas surat perintah penangkapan dan penahanan.
Ketentuan tersebut telah menjadi ketentuan yang pasti dalam hukum
acara yang berlaku agar penangkapan dan penahanan yang dilakukan
tidak bertentangan dengan hak orang yang dicurigai melakukan tindak
pidana. Akan tetapi dalam hal tersangka tertangkap tangan pada saat
melakukan aksi maka tidak diperlukan surat perintah penangkapan dan
penahanan.
Berbeda dengan di Malaysia, ketentuan dalam ISA Malaysia
yang mengatur mengenai suatu tindak pidana menekankan pada
prinsip preventive detention. Tindakan pencegah atau preventive
detention yang diberlakukan yaitu berupa penangkapan dan penahanan
terhadap setiap orang yang dibenarkan penahanan atasnya sesuai
dalam ketentuan Pasal 8 ISA Malaysia. Penangkapan dan penahanan
juga dapat dilakukan terhadap setiap orang yang dicurigai telah
bertindak atau akan bertindak atau mungkin bertindak menimbulkan
prasangka terhadap keamanan Malaysia atau layanan penting atau
kehidupan perekonomian dalam waktu tidak lebih dari 2 (dua) tahun.
Selain karena alasan tersebut, setiap orang dapat ditangkap dan ditahan
apabila polisi tidak dapat menemukan identitas sebenarnya dan
maksud keberadaannya di suatu tempat yang dapat menimbulkan
kecurigaan terhadap perbuatannya akan bertindak, atau telah bertindak
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menimbulkan prasangka terhadap keamanan Malaysia atau layanan
penting atau kehidupan perekonomian.
Penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Kepolisian
dapat dilakukan tanpa surat perintah untuk menangkap dan menahan
seseorang untuk waktu tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari. Kecuali
jika Polisi atau berpangkat Inspektur menentukan lain, maka
penahanan dilakukan tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam atau
tidak lebih dari 48 (empat puluh delapan) jam kecuali ditentukan lain
oleh Polisi atau berpangkat Asisten Pengawas. Seseorang juga tidak
akan ditahan dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari apabila Polisi
atau Deputi Pengawas melaporkan perihak penangkapan dan
penahanan kepada Inspektur Jenderal atau Kepolisian yang ditunjuk
oleh Inspektur Jenderal. Penangkapan dan penahanan sebagaimana
dalam Pasal 73 ISA dapat dilaksanakan oleh Kepolisian, anggota
Tentara Keamanan, setiap orang yang menjalankan kewajiban menjaga
atau penjaga tempat yang dilindungi, dan orang lain yang diberi kuasa
oleh Kepala Kepolisian.
Ketentuan mengenai penangkapan dan penahanan yang diatur
dalam Pasal 73 ISA bersifat umum terhadap semua pelanggaran atau
kejahatan yang ditetapkan oleh ISA. ISA dalam Pasal 64 memberikan
kekuasaan kepada Kepolisian untuk menangkap dan menahan setiap
orang yang dicurigai melakukan perbuatan yang dilarang dalam Bab
Offences Relating to Security Areas. Penangkapan dan penahanan yang
dilakukan oleh Kepolisian, anggota Tentara Keamanan, orang yang
menjalankan kewajiban menjaga tempat yang dilindungi atau penjaga
tempat yang dilindungi, dan orang lain yang diberi kuasa oleh Kepala
Kepolisian dilakukan tanpa adanya surat perintah.
Ketentuan penangkapan dan penahanan tanpa surat perintah
yang menjadi prosedur pemberantasan tindak pidana di Malaysia telah
menunjukkan bahwa Malaysia tidak menerapkan Criminal Justice
Process. ISA Malaysia mengizinkan penahanan dini sebagai upaya
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preventive detention tanpa proses peradilan untuk seorang yang baru
dicurigai melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan. Penahanan
dilakukan kepada setiap orang yang belum dibuktikan apakah ia benar-
benar terlibat dalam suatu kejahatan atau pelanggaran yang
menimbulkan prasangka terhadap keamanan Malaysia. Bahkan
seseorang bisa ditahan hingga waktu dua tahun dan bisa diperpanjang
tanpa batas meskipun perbuatannya tidak pernah diperiksa maupun
dibuktikan di sidang pengadilan. Mereka yang ditahan karena ISA
Malaysia sama sekali tidak mendapat akses untuk berhubungan dengan
keluarga atau bahkan penasehat hukumnya di mana seharusnya itu
merupakan hak asasi setiap manusia. Sedangkan di Indonesia,
seseorang baru dapat ditahan selama kurun waktu tertentu sebagai
penjatuhan pidana atas perbuatannya apabila telah dapat dibuktikan
dan diperiksa di muka persidangan. Seseorang yang ditahan dalam
proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan
untuk membuktikan keterlibatannya terhadap tindak pidana tetap
diperbolehkan untuk berhubungan dengan keluarga dan penasehat
hukumnya.
namun menurut ketentuan hukum acara yang berlaku
(KUHAP) yang berlaku dalam perkara tindak pidana, seorang
tersangka berhak untuk didampingi oleh penasehat hukumnya.
Pemberian hak tersebut bertujuan agar aparat yang melaksanakan
proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan
tidak sewenang-wenang memperlakukan tersangka. Pemberian hak
untuk didampingi oleh penasehat hukumnya juga merupakan
penghormatan atas hak-hak asasi manusia.
Dalam kaitannya dengan hak asasi manusia, prosedur
pemberantasan tindak pidana di Malaysia dianggap melanggar hak-hak
asasi manusia yang diakui dalam Universal Declaration of Human
Rights. Pada implementasinya, ISA Malaysia menerapkan asas
praduga bersalah (presumption of guilty) terhadap setiap orang yang
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melakukan kejahatan atau pelanggaran. Tersangka tidak diberi
kesempatan untuk membuktikan bahwa ia bersalah atau tidak. Bahkan
mereka yang ditangkap dan ditahan tidak pernah disidangkan dan tidak
tahu sampai kapan mereka ditahan. Pada dirinya sudah jelas dilekatkan
status sebagai orang yang bersalah. Sedangkan di Indonesia, dalam
upaya penghargaan atas hak asasi manusia, terhadap seseorang
diterapkan asas praduga tak bersalah (presumption of innocent) sampai
ia dibuktikan benar-benar melakukan kejahatan sesuai yang
disangkakan.
b) Penggunaan Alat Bukti
Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak
memungkinkan dilakukannya penangkapan dan penahanan tanpa
adanya bukti permulaan yang cukup mengenai tindak pidana yang
dilakukan oleh seseorang. Dalam Pasal 184 KUHAP dijelaskan bahwa
Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi
dan bahwa terdakwalah bersalah melakukannya. Dalam pasal tersebut
alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat,
petunjuk, dan keterangan terdakwa.
Sementara itu peraturan di Malaysia, khususnya ISA Malaysia
tidak menggunakan laporan sebagai bukti permulaan yang cukup
dalam perkara tindak pidana. Bukti menurut ISA Malaysia cukup
dilakukan dengan kecurigaan terhadap keterlibatan seseorang yang
bertindak, atau akan bertindak, atau telah bertindak dengan
mencurigakan terhadap keselamatan atau ketertiban umum Malaysia.
Beban pembuktian ditanggungkan kepada setiap orang yang terbukti
membawa, memiliki, menguasai senjata api, amunisi, dan bahan
peledak tanpa izin yang sah. Ketentuan preventive detention yang
digunakan oleh ISA justru tidak memungkinkan seseorang untuk
membuktikan perbuatan yang dilakukannya. Bukti yang digunakan
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Kepolisian untuk menangkap dan menahan setiap orang menurut ISA
didasarkan pada asumsi yang masuk akal terhadap orang yang
dicurigai.
c) Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi
Pasal-pasal dalam Internal Security Act Malaysia tidak mengatur
mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi baik untuk korban maupun
tersangka/terdakwa perkara tindak pidana. Menurut ketentuan Pasal 71
ayat (2) huruf l ISA Malaysia, hanya mengatur kompensasi terhadap pekerja
yang dirugikan atau untuk kepercayaan atas terbunuhnya pekerja oleh
perbuatan terpidana di daerah keamanan, baru diberikan tanpa merugikan
ketentuan yang dibuat oleh Yang Dipertuan Agung menyangkut unsur-unsur
yang akan datang. Apabila terdapat keragu-raguan, dalam Pasal 68 ayat (2)
menetapkan bahwa tidak ada kompensasi yang akan dibayarkan
menyangkut kerusakan atau luka pada seseorang atau harta benda.
Kompensasi diberikan dalam rangka menerapkan Pasal 94 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (yang menghubungkan tindakan yang mana
seseorang dipaksa oleh ancaman) dengan ketentuan jika kejahatan dapat
dihukum dengan hukuman mati di mana kejahatannya termasuk dalam
penjatuhan hukuman mati dalam Bab VI Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana.
Selain itu, kompensasi diberikan dalam besarnya kebenaran
pertahanan pribadi sebagaimana diatur Pasal 70 mengenai besarnya
kebenaran pertahanan pribadi (Extension of Right of Private Defence).
Namun Pemerintah Malaysia berusaha mengecualikan pemberian
kompensasi terkait kompensasi yang justru akan memperluas tindak
pidana atau kejahatan.
Berbeda dengan di Indonesia, kompensasi yang merupakan
bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi setiap warga
negara/setiap orang yang tinggal di suatu negara terkait tindak pidana
diberikan oleh negara kepada korban atau ahli warisnya. Sedangkan
restitusi merupakan bentuk tanggung jawab yang harus dipikul pelaku
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kepada korban atau ahli warisnya atas akibat yang ditimbulkan karena
kesalahannya. Dengan prosedur pengajuan kompensasi dan restitusi
yang diatur dalam KUHAP, korban atau ahli warisnya dapat menerima
hak-haknya berupa kompensasi dan restitusi. Adanya pengaturan
dalam pemberian kompensasi dan restitusi kepada korban tindak
pidana atau ahli warisnya menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia
masih menjunjung tinggi penghormatan atas hak asasi manusia.Terkait
dengan tersangka/terdakwa yang dalam proses persidangan tidak
terbukti melakukan tindak pidana atau diputus bebas atau lepas dari
segala tuntutan hukum dapat menuntut haknya berupa rehabilitasi.
Berdasarkan penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan
rehabilitasi adalah pemulihan hak seseorang berdasarkan putusan
pengadilan pada kedudukan semula yang menyangkut kehormatan,
nama baik, atau hak-hak lain. Terhadap seseorang yang ditangkap,
ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang
atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang
diterapkannya berhak menuntut kerugian dan rehabilitasi. Sedangkan
yang terjadi di Malaysia apabila terhadap seseorang terjadi kekeliruan
dan ia ditangkap serta ditahan tanpa alasan berdasarkan undang-
undang, tidak berhak atas rehabilitasi sebagaimana yang diberikan oleh
perundang-undangan di Indonesia. ISA Malaysia tidak memberikan
jaminan atas hak asasi manusia kepada setiap orang yang teklah





Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap masalah pokok di
atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Perlindungan hak-hak tersangka
terdakwa di Indonesia dan Malaysia terdapat perbedaan yang dipengaruhi oleh
suku, budaya, dan agama yang berkembang di masing-masing negara. Pengaruh
tersebut yang menciptakan berbedanya perlindungan hak-hak tersangka terdakwa
di mana Indonesia lebih mengedepankan penghormatan atas hak-hak asasi
manusia dengan metode pendekatan yang lunak dan pendekatan budaya melalui
peraturan yang berupa payung hukum dan ketentuan yang koordinatif atau
umbrella act dan coordinatif act. Sementara itu, Malaysia lebih mengedepankan
metode yang keras dan represif melalui ketentuan preventive detention atau
tindakan pencegah dengan penahanan dini tanpa dibuktikan dalam sidang.
Meskipun demikian, Indonesia dan Malaysia mempunyai persamaan dalam upaya
perlindungan hak-hak tersangka terdakwa terorisme antara lain ; Hak untuk
mendapatkan bantuan hukum, Beban pembuktian, dan Hak untuk mengajukan
atau memanggil saksi.
B. Saran
1. Perlunya perbaikan ataupun penyempurnaan perangkat hukum dan peraturan
perundang-undangan seperti halnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana dan Internal Scurity Malaysia ISA dalam menangani suatu tindak
pidana tanpa menghilangkan penghormatan atas hak asasi manusia demi
melindungi kepentingan masyarakat dan hak asasi manusia.
2. Penegakan hukum dalam kerangka integrated criminal justice system harus
tetap berada di bawah kontrol publik dan otoritas masyarakat sipil, demi
mewujudkan “due prosess of law” bagi tersangka/terdakwa. Untuk itu
diperlukan pengefektifan pengawasan maupun dibuatkan suatu aturan baru
mengenai “mekanisme komplain” atas tindakan sewenang-wenang penegak
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hukum dalam memberantas tindak pidana. Mekanisme praperadilan sebagai
fungsi kontrol oleh badan yudisial yang ada saat ini hendaknya lebih
diperhatikan untuk mencegah perlakuan yang sewenang-wenang oleh aparat
penegak hukum. Selain itu, lembaga ”rechter commisaris” yang saat ini
direncanakan akan dibuat dan telah dimasukkan ke dalam rancangan undang-
undang KUHAP, sangat baik untuk diterapkan sebagai fungsi pengawasan
agar terhindar dari malpraktik aparat penegak hukum.
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